ABSTRAK
Syahril Fajri, 1203030118, (2024). Penelitian ini berjudul “Tinjaun Siyasah
Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11
Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh Dan Permukiman Kumuh Studi Kasus Kelurahan Sumur batu dan
Ciketing Udik”.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sumurbatu. Peraturan Daerah ini
mengatur mengenai ketentuan umum, pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, partisipasi
masyarakat, pembinaan dan pengawasan teknis, pembiayaan, ketentuan penutup.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pelaksanaan dari Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022, untuk mengetahui kebijakan terhadap
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
di Kelurahan Sumurbatu, dan bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap
Peraturan Daerah ini. Diketahui bahwa daerah Sumurbatu adalah daerah yang
jarang sekali ditindak lanjuti olen DPKPP, dengan begitu maka masih luaslah
kawasan kumuh diwilayah tersebut, terbukti Sumurbatu menjadi wilayah kumuh
paling luas diantara 3 kecamatan lainnya.

Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah Teori
Implementasi, Teori Kebijakan, dan Teori Siyasah Dusturiyah

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif empiris dengan
menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian kualitatif. Sumber data
berasal dari data Primer, Sekunder, dan Tersier. Yang dikumpulkan melalui
Wawancara, Pengamatan, dan Dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan
adalah Kualitatif dengan melakukan Interpretasi, analisa terhadap data-data
penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan utama. Pertama,
Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022
terhadap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan
Permukiman kumuh di Kelurahan Sumurbatu. Maka telah dilaksanakan dalam
bentuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dan RUTILAHU. Kedua,
kebijakan pasal 2 Perda Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 ini sudahlah membuat
regulasi yang cukup baik, namun hasil survey penulis melihat bahwa DPKPP
sebagai instansi pemerintah daerah, khususnya yang memiliki tanggung jawab pada
penataan dan pengelolaan wilayah kumuh daerah Kec. Bantargebang, Kel.
Sumurbatu tidak bekerja secara efisien. Ketiga, ditinjau berdasarkan siyasah
dusturiyah, pada pelaksanaan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah
Kota Bekasi ini ditemukan beberapa sosialisasi dan perbaikan yang mana hal ini
menjadi tugas pokok, DPKPP Kota Bekasi, namun pada kenyataannya masih ada
beberapa wilayah yang kurang diperhatikan atau belum ditindak di Kelurahan
Sumurbatu, sehingga tidak sesuai dengan kaidah figh yang menyebutkan
“kemahslahatan umat diperbolehkan”



